
SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANCCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
?a-hun 2019, Bantuan Operasional penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah dialokasikan dalam
Belanja langsung, sedangkan untuk satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat dialokasikan dalam
Belanja Tidak tangsung (Hibah);

bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talun 2019, seluruh Bantuan Operasional penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini dialokasikan dalam Belanja
Tidak Langsung (Hibah) sehingga perlu disesuaikan;
bahwa pada Tahun Anggaran 2Ot8 terdapat sejumlah
kegiatan fisik pada Dinas Peke{aan Umum dan penataan

Ruang yang tetah setesai penge{aannya namun sampai
akhir Tahun Anggaran belum terbayarkan sehingga menjadi
kewajiban Pemerintah Daerah untuk melunasinya;

c.

b.



e.

bahwa untuk melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada huruf c dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019, dalam l,ampiran Bab V Hal Khusus
Lainnya pada angka 39, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O19;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b, c, dan d, dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2Ol8 tentang
Penjabaran Alggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Timur (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan bmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan t-€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273O);

Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan trmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

d.

Mengingat :1.

2.
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5. Undang-Undaag Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(tcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O04 Nomor
126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
s49s);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tetah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan t€mbaian Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,a.yanan Umum (kmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan
Iembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4SO2l

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah

Nomor 74 Tahun 2O12 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan

Keuangan Badan l,ayanan Umum (Lembaran Nega:.a Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa

6.

7.

8.

9.

10.

11.



12.

kali diubah teralhir dengar Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah denga.n Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yalg Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O1g tentalg
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 123 Tahun 201g
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Daiam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Daii Angga-ran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

13.

15.
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 7Ol);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

17.

Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019
(Berita Negara Repubtik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1O2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubalan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O14 Nomor g,

Tambahan l€mbaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4O);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2Olg
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2Oi8 Nomor 10);

Peraturan Bupati Magetan Nomor 6l Tahun 2O1g tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2018 Nomor 61), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Bupati
Magetan Nomor 61 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 2 i);

MEMUTUSKAN :

MENetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 6I TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OI g.

18.

19.

20_
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 6t)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Magetan Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Ketiga ataa peraturan

Bupati Magetan Nomor 6l Tahun 2018 tentang penjabaran Angga-ran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 {Berita Daera}
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 terdapat pergeseran anggaran pada sisi Belanja

L€ngsung, Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan sehingga secara

keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah

2. Belanja

a. Semula

Perubahan Rp. 1.871.0O5.998.575,36

Rp. 1.8O9.4 13.474.806,6O

b. Bertambah Ro. 127 .5O6.423.637.tO

JumlahBelanjasetelahPerubahan Rp. 1.936.919.899.443.70
Delisit setelah Perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. (6s.913.899.868,34)

2) Bertambah

Rp. 74.5O7.11a.392,24

Rp. 7.310.739.476.10

JumlahPenerimaansetelahPerubahan Rp. 81.917.857.969,34
b. Pengeluaran

l) Semuta

2) Bertanbah

JumlahPengeluaransetelahPerubahan Rp. 15.9O3.959.0O0,OO

Juml.PembiayaanNettosetelahperubahan Rp. 65.913.999.86g.34
Sisa Lebih pembiayaan anggaran-

setelah Perubahan

Rp. 1.750.810.3 14.414,36

Rp. 120.195.684.161.00

Rp. 15.903.958.0OO,OO

Rp. 0,00

Rp. o,00

2. Ringkasan Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana tercantum dalam l^ampiran I diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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3.

4.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran U dan III.I diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II dan III.1 Peraturan Bupati ini.

Pelakaanaan Penjabaran Anggaran dan Belarrja Daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DpA-SKpD) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DpA-

PPKD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada targgal 16 Mei 2019

BUPATI MACETAN,
.I'rD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

lTD

BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGBTAN TAHUN 2019 NOMOR 22

1
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